
BUPATI WONOSOBO, 
a. bahwa bcrdasarkan Hasil Klarifikasi Gubernur .Jawa Tengah 

a ta s Pcrai.uran Bupati Wonosobo Nomor 28 Tah un 2013 
tentang Dispensasi Waktu Pcnyetoran Retribusi Daerah Ke 
Kas Daer ah Bagi Satuan Kerja Perangkat Daer ah Kabupatcn 
Wonosobo, Nomor : 180 / 003837, maka perlu mcngubahnya; 

b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana tcrsebut pada 
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pc ru ba ha.n Alas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 
tentang Dispensasi Waktu Penyetoran Retribusi Dacrah Ke 
Kas Dacrah Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupatcn 
Wcmosobo; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Ta h un 1950 tentang Pcmbentukan 
Daer ah-dacrah Kabupatcn Dalam Lingkungan Propinsi .Jawa 
Tcngah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tah un 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Norno r 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Norrior 
4438); 

3. Undang-Undang Nomor l Tah un 2004 tentang 
Perbe ndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta h u n '.2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmcrintahan 
Dae ra h (Lcmbarari Negara Rcpublik Indonesia Tahun '.2004 
Nomor 125, Tambahan Le m b a r a n Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana tcla h diubah beberapa k ali , 
terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pcrubahan Kedua Atas Undang-Uridang Nomor 32 
Ta h u n 2004 tcntang Pcmcrim.ahan Daerah (Lcmbaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tah un 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Relribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Pcraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

9. Pcrat.uran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
l nforrria si Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tah un 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4578); 

11. Peraturan Prcsiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan 
Ba rang/ Jasa Pemerintah; 

12. Pera tu ran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar 
Akuntansi Pcmerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lernbara n 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5165); 

13. Pcraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 
tcntang Pcdornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
Lelah diubah beberapa kali terakhir dengan Pcraturan Mcnteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tcntang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pcrtanggungjawaban Beridahara Serta Penyampaiannya; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Pera tu ran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 
ten tang Retribusi jasa Um um; 

17. Pe rat.ura n Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 201 1 
ten tang f<ctribusi Jasa Uxa h a ; 

18. Pcra t ur an Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tah uri 2011 
tentang Retribusi Perizirian Tertentu; 



10 SERITA DAERAH KABUPATSN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 

EKO SUTRISNO W!BOWO 

SEKRETARIS DAE:RAH 
KABUPATEN WONOSOBO, 

Diundangkan di Wonosobo 
pada tanggal 6 Fobrunri 2014 

ARIF H. A. 

BUPATI WONOSOBO, 

Ditetapkan di Wonosobo 
padatanggal 5 Fobrunri 2C14 

Agar sctiap orang mengct.ahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penernpa tan nya dalam Serita Daerah Kabupaten Wonosobo. 

Pasal lI 
Peraturan Bu pat.i ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal I 
Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Dispensasi 
Waktu Penyetoran Rct.ribu si Daerah Ke Kas Dacrah Bagi Satuan Kerja Pcrangkat 
Daerah Pemungut Rctribusi Daer ah Kabupaten Wonosobo (Serita Daerah 
Kabupaten Wonosobo Tah un 2013 Nomor 28) dihapus. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG DISPENSASI WAKTU 
PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH KE KAS DAERAH BAGI 
SATUAN KER,JA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI 
DJ\El~AH KARUPATEN WONOSOBO. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengclolaan Keuangan Daerah 
scbaguimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo 
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Daerah 
Kabupatcn Wonosobo Tahun 2012 Nomor 15); 


